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PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang 
Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga 
buku yang berjudul “Media Sosial Pemerintah Daerah” ini 
dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai 
upaya untuk memberikan kontribusi akademik sekaligus 
praktis dalam memahami peran media sosial sebagai bagian 
penting dari transformasi digital dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah di Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan besar 
dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Transformasi 
digital tidak hanya memengaruhi sektor ekonomi dan bisnis, 
tetapi juga memengaruhi cara pemerintah menjalankan 
fungsi-fungsi pelayanan publik, pengelolaan administrasi, 
serta komunikasi dengan masyarakat. Pemerintah di berbagai 
negara kini dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi 
digital secara efektif guna meningkatkan kualitas tata kelola 
pemerintahan, transparansi informasi, serta partisipasi 
masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.

Dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, 
transformasi digital menjadi semakin relevan seiring dengan 
meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan media 
sosial di masyarakat. Media sosial telah berkembang menjadi 
ruang komunikasi publik yang sangat dinamis, di mana 
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masyarakat dapat memperoleh informasi, menyampaikan 
aspirasi, serta berinteraksi dengan berbagai institusi publik 
secara langsung. Kondisi ini menciptakan peluang sekaligus 
tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengelola 
komunikasi publik secara lebih terbuka, responsif, dan 
partisipatif.

Selama ini, media sosial sering kali dipandang hanya 
sebagai sarana publikasi kegiatan pemerintah. Padahal, jika 
dikelola secara strategis, media sosial memiliki potensi yang 
jauh lebih besar sebagai instrumen komunikasi kebijakan, 
sarana pelayanan publik digital, serta sumber data penting 
untuk memahami opini dan kebutuhan masyarakat. Oleh 
karena itu, pemanfaatan media sosial oleh pemerintah daerah 
perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas sebagai 
bagian dari strategi digitalisasi pemerintahan.

Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan 
pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran media 
sosial dalam mendukung digitalisasi pemerintah daerah. 
Melalui pendekatan akademik dan analisis kebijakan publik, 
buku ini membahas berbagai aspek penting yang berkaitan 
dengan pemanfaatan media sosial dalam pemerintahan, mulai 
dari konsep dasar digital governance, strategi komunikasi 
digital pemerintah, pengelolaan data dan analitik media 
sosial, hingga tantangan etika dan risiko disinformasi dalam 
komunikasi digital.

Selain membahas konsep dan teori, buku ini juga 
memberikan perhatian khusus pada konteks implementasi 
digitalisasi pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya 
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. Pemilihan konteks daerah ini didasarkan pada dinamika 
perkembangan wilayah yang cukup pesat, baik dari sisi 
pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, maupun perkembangan 
teknologi informasi. Kondisi tersebut menjadikan  sebagai 
salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam 
pengembangan sistem pemerintahan digital berbasis media 
sosial.

Secara umum, buku ini terdiri atas sepuluh bab 
yang disusun secara sistematis. Bab-bab awal membahas 
landasan konseptual mengenai digitalisasi pemerintahan 
dan peran media sosial dalam komunikasi publik. Bab-bab 
berikutnya membahas strategi implementasi media sosial 
dalam pemerintahan daerah, pengelolaan data digital, serta 
pengembangan model komunikasi digital pemerintah yang 
efektif. Selanjutnya, buku ini juga membahas berbagai 
risiko dan tantangan dalam komunikasi digital, termasuk 
fenomena disinformasi dan pentingnya etika komunikasi 
publik di ruang digital.

Pada bagian akhir, buku ini menyajikan analisis 
mengenai evaluasi kebijakan digital pemerintah daerah 
serta berbagai rekomendasi strategis untuk pengembangan 
pemerintahan digital di masa depan. Rekomendasi tersebut 
diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para 
pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi digitalisasi 
pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi 
pada pelayanan publik.

Penulis menyadari bahwa transformasi digital dalam 
pemerintahan bukanlah proses yang sederhana. Digitalisasi 
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memerlukan perubahan dalam berbagai aspek, termasuk 
kebijakan, kelembagaan, budaya organisasi, serta kapasitas 
sumber daya manusia. Oleh karena itu, pengembangan 
pemerintahan digital membutuhkan komitmen jangka 
panjang serta kerja sama dari berbagai pihak, baik pemerintah, 
akademisi, sektor swasta, maupun masyarakat sipil.

Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
bagi pengembangan kajian akademik di bidang kebijakan 
publik, administrasi pemerintahan, serta digital governance. 
Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat menjadi referensi 
bagi praktisi pemerintahan, khususnya aparatur pemerintah 
daerah yang terlibat dalam pengelolaan komunikasi publik 
dan pengembangan sistem pemerintahan digital.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki 
berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 
konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan untuk 
penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada 
berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dalam 
proses penyusunan buku ini, baik secara langsung maupun 
tidak langsung. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat 
bagi pengembangan pengetahuan, praktik pemerintahan, 
serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 
lebih transparan, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan 
masyarakat di era digital.

Serang, 2026

Penulis
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BAB I 
Fondasi Teoretis Media Sosial dan 

Digitalisasi Pemerintah Daerah

Pendahuluan

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan 
merupakan fenomena global yang berkembang pesat 
dalam dua dekade terakhir. Revolusi teknologi informasi 
dan komunikasi telah mengubah struktur organisasi, 
mekanisme pelayanan publik, serta pola interaksi antara 
pemerintah dan masyarakat. Digitalisasi tidak lagi 
dipahami sebatas penggunaan perangkat teknologi dalam 
administrasi, melainkan sebagai perubahan paradigma 
dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, 
partisipatif, dan berbasis data (Dunn, 2018; OECD, 2019).

Dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, 
digitalisasi memperoleh momentum melalui kebijakan 
reformasi birokrasi dan penerapan sistem pemerintahan 
berbasis elektronik (SPBE). Pemerintah daerah dituntut 
untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam perencanaan, 
pelayanan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan. Salah satu 
instrumen yang mengalami perkembangan signifikan dalam 
mendukung proses tersebut adalah media social.

Media sosial telah berevolusi dari sekadar platform 


